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Pengantar

Perkembangan isu korban kejahatan terus mengalami peningkatar,

isunya adalah kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidap, (SPp
ra kriminolog dalam analisis ViktimOlogj.

menjadi perhatian pa

Saat korban kejahatan berhadapan dengan SPP sebagai upaya memperg
keadilan, diharapkan ada sistem yang mampu memfasilitasi kepentin
korban. Sayangnya, kenyataan yang ada berbanding terbalik. Muygef, ( 1
menjelaskan bahwa saat munculnya hukum pidana modern (bara), korban' :
kejahatan telah diabaikan eksistensinya sehingga tidak terlindungj ha](_hakny&;
Rock (2018) juga mengemukakan ungkapan “the neglected player” dqp “tbé _
forgotten person” yang merepresentasikan posisi korban kejahatan.

Posisi korban dalam SPP di Indonesia berada di situasi yang
Priambada (2014) mengemukakan posisi korban tidak mudah dipecah M
dari sudut hukum. Sebelumnya Mudzakir (2001) telah membahas bah_;
SPP sebagai sumber upaya penyelesaian perkara tidak mengakui keberaf

korban, ini menyebabkan korban kembali menderita sebagai implikasi ?

ch ¥
gan  §°

hukum yang ada.
Untungnya, negara mulai menunjukkan sensitivitasnya terhadap korb |
Telah terjadi perkembangan signifikan dalam sistem peradilan pidana “
Indonesia, SPP tidak hanya berorientasi melindungi pelaku (tersangf
terdakwa), tetapi juga berorientasi pada kepentingan korban dan saksi. Hal ini
dapat dicermati dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 13 tah 1,,
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar pembent 3‘
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tahun 2008. Pembent  _
LPSK sendiri tidak dapat dilepaskan dari semangat pemberantasan korup‘
perlindungan hak asasi manusia, dan perwujudan good governance yang menjadi
isu penting dalam transisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
UU No 13/2006 disusul dengan pendirian LPSK di 2008 yang ti”&?
memiliki standar perlakuan terhadap saksi dan korban. Ada beragam f”:
yang timbul dalam implementasi, baik dari segi regulasi ataupun kelembaga"
Misalnya, terdapat beberapa pasal di dalam undang-undang yang memerl ”T
penjabaran dikarenakan ketidakjelasan norma yang mengatur (Sabrina, 201
Selain itu, LPSK tidak termasuk dalam SPP dan bukan bagian dari ap J
penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutoral (Marasabessy; 2015‘}
Hadirnya LPSK dalam perlindungan saksi dan korban memegang pef
penting dalam mewujudkan hak-hak korban (victims' rights). Mereka 'E’:.;: '

mendapatkan fasilitas sistematis sebagai upaya perlindungan hak agaf "



. dirugikan. Dalam konteks hukum pidana

5 ‘|‘ ‘|"‘ l . IH}HL]I”WkwaW'
an sanksi pidana kepada pelaku kejahatan CWaiil

| jaruhk an

: mulih
S‘q]ah satul l)Cl]lll'( PLilTll.lll]]lH] I*L_{}rl)‘]“ vanoe Lnili L\HHlil-\:‘
wIJE ) - o

dite ’
lterapkan d; lminwm

. : ‘ k(HnPC”\:lHi,
Jusikan skema restitusi sebagai salah saty hal pemul;

atas restitusi/ganti rugi dan pemberian
lulisan Inj

han bagi korl

mﬁ‘ﬂcll

ﬂndak

meli

pidana- Bahasan difokuskan pada penjabaran literatur me: | e
| ‘Nengenai restitys;

puti aspek regulasi, implementasi, hingga alternatif
2 ¢ atif

yang ; 4ad .
kan sebagai pengembangan dari mekanisme v

dapat diguna

Togram yang

ang ada.

Restitusi sebagal Hak Korban

- restitusi dalam literatur krimi TP B e ..
Uraian tentang i ]' kkrlmmologl terbagi atas dua perspeketif.
o r ’ : <8 C ; A
perspektif pertama berada dalam lingkup punishment and correction. Sebagai
ontoh, Siegel (2015) memaparkan jikalau restitusi yang diterapkan sistem
peradilan pidana Amerika merupakan wujud dari sanksi menengah (intermediate

anction). Mekanisme  restitust mengharuskan terdakwa membayar kembali

torban kejahatan (monetary restitution) atau melayani masyarakat untuk
mengompensasi tindakan kriminal mereka (community service restitution).
Perspektif kedua membahas mekanisme restitusi sebagai bagian dari isu korban
dan penerapan dari keadilan restoratif (Wolhuter, Olley, Dehnam, 2008).

LA |

Bahasan restitusi sebagai opsi pemenuhan hak korban telah banyak dikaji
dari sudut pandang victims’ rights. Hal ini selaras dengan perkembangan kajian
yang kerap dilakukan peneliti dan praktisi terhadap korban kejahatan. Sekarang,
korban sudah memiliki banyak hak seperti hak kompensasi, hak restitusi, hak

untuk diberitahu, hak untuk menghadiri sidang pengadilan, dan hak untuk
menyampaikan pernyataan dampak korban/Victim Impact Statement (V1S)

(Hagan dan Daigle, 2020).

Hak restitusi dalam bahasan viktimologi men)
karena pemanfaatan skema ganti rugi yang diberikan. Karmen
Crime Victims: An Introduction to Victimology menyatakan bahwa
adalah minat baru yang dikembangkan sclama tahun 1970-an. Dengan skema

(
C . . 2 : o] ¢ mas arakat Secara
ommunity service”, ia dirancang untuk memperbaiki masy

rugi kepada korban dapat
es, 2017).

ditusi memiliki dam
dan berpotens
pat aspek, di
(2) Sarana

adi perhatian tersendiri

(2016) dalam

kajian restitusl

k?Seluruhan_ (Gagasan mengenal pemberian gantl
Al pada 7he Code of Hammurabi (Cares & Hayn

Karmer, (2016) mengemukakan penerapan (S
e Menguntungkan pada kesejahteraan finansial korban
meﬂyelesaikan konflik antarpribadi. [ni terbagi ke dalam et

d ’ 1 bana
Warany,. (1) Cara membayar kerugian yang dialami kor

pak
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BERJALAN BERSAMA KORBAN

rehabilitasi pelanggar, (3) Cara mendamaikan pelaku dan korbar,

) -Sel'ta -“_.;.:_;_-I_'
Sarana menghukum pelanggar.

§ L
o B

Pelaksanaan Restitusi untuk Korban Kejahatan d;
Indonesia

Menurut Peraturan I’ f-‘mber‘l, ’
Kompensast, Restitusi, dan Ba usi ad-
ganti rugi yang diberikan kepada korban atau kelugrganya oleh pelaky .;;iz_
pihak ketiga. Ketentuan ini telah diatur dalam KUHAP Pasal 98 - Pagy] 101 ya
jika suatu kejahatan menimbulkan kerugijan lain, m,

emerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang P
ntuan Kepada Saksi dan Korban, regq

y

menerangkan bahwa
tuntutan atas kerugian dapat digabungkan dengan tuntutan kejahatan tersebyg

Namun, pasal 98 KUHAP tidak memberi penjelasan prosedur pelaksanazy
ganti rugi oleh korban. Hal ini diidentifikasi oleh Marasabessy (2015) bahwa

terdapat masalah dalam tataran aplikasinya, mulai dari terbatasnya jenis dan

jumlah kerugian hingga teknis prosedur yang rumit.

Dalam perkembanganya, ketentuan hak restitusi korban juga diatyr dal
Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan -
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Dalam Pasal 7A ayat (1), undang-undang tersebut menjelaskan bahwa

korban tindak pidana berhak menerima restitusi berupa:

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; |
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau ‘

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Penjabaran lanjutan dari Pasal 7A (ayat 2 dan seterusnya) lebih pada penguraian
teknis mekanisme restitusi itu sendiri; mulai dari penentuan jenis tindak pidana
hingga teknis pengajuan yang dimandatkan kepada LPSK. Ada sembilan tindak -
pidana tertentu/prioritas LPSK sebagaimana yang tertuang dalam bagian .
penjelasan UU 31 Tahun 2014, di antaranya yakni:

. Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
Tindak pidana korupsi,
Tindak pidana pencucian uang,

Tindak pidana terorisme,

Tindak pidana perdagangan orang,
Tindak pidana narkotika,

D WA R o —
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Jak pidana psikotropika,

Jak pidana seksual terhadap anak, dan

7 Tin
3 Tin

dihadﬂpkan pudn situasi yang sangat mt"mbahay

s lain yang mengakibatkan posisi saks:
L SISLsaksi dan/ata
¢ u korban
akan Jiwanya

ooaksanaan teknis yang dilakukan LPSK berpedoman pac
Nottor TAHUN 2010 tentang Standar Operasiona]

n dan Pelaksanaan Restitusi.

a Peraturan LPSK

onal Prosedur (SOP)
S Pada BAB ] mengenai proseduyr

onan restitusi, dijelaskan bahwa komponen yang termasuk ke dalam

:_)f.‘l'mol : LAt
ienis kerugian meliputi: (1) Biaya pengobatan dan biaya konseling (2)

i{ellilangaﬂ pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, (3) Biaya
emakaman dan penguburan, (4) Biaya transportasi selama MENGUIUs proses
sengajuan restitusi, (5) Hilangnya kebahagiaan dalam hidup akiba penderitaan
rang dialami, (6) Biaya penggantian atau perbaikan aset dan properti, dan (7)

Biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.

Berdasarkan SOP tersebut ketujuh komponen itu menjadi acuan membentuk
nilai/besaran restitusi. Namun, SOP itu belum menjabarkan formula khusus
yang dapat digunakan dalam mengalkulasikan besaran restitusi. SOP tersebut
dilengkapi dengan panduan internal mengenai komponen restitusi sebagai
panduan LPSK untuk menentukan bentuk restitusi yang dapat dimohonkan
oleh korban.

Di bawah ini adalah data program layanan restitusi LPSK dalam kurun
waktu dua tahun ke belakang (2019 dan 2020). Pada Tabel 1, terlihat
sebaran data program beserta nilai restitusi yang telah difasilitasi oleh LPSK.
Ada perbedaan signifikan antara besaran restitusi yang dihitung oleh LPSK
dengan putusan hakim, terlebih lagi bila dibandingkan nominal yang mampu

dibayarkan oleh pelaku.

Kurun Waktu 2019 dan 2020

Tabel 1. Jumlah Program Layanan Restitus LPSK Kur i
_____lenis Tindak Pidana it i 3
__Penganiayaan Berat 2P : 6l A

Penyiksaan 5
e e Wl -+ 0 20
Tindak Pidana Lain = T
—eetanataln A5

Kekerasan seksual terhadap anak & 61 P
pel.Emlean .

PR LA i <3 194

Yo po + y

ISy i) . ;

"':\.JII 'f (%] 3 4
- - [
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Jumlah restitusi yang difasilitas! 6.312.733.233 | 7900 8
(dihitung LPSK) %w_ﬁi659_387
Jumlah restitusi yang dikabulkan 1.692.944.025 | 4 2 e -.
(diputus hakim) Y 5'849.954
Jjumlah restitusi yang dibayarkan oleh tidak ada data | 1 b
pelaku 714.009 _
i,

Sumber:

¢ Catatan LPSK: Refleksi 2019 dan Proyeksi 2020, retrieved from: hUPS://lP%k

go.i.d/berita/detailberit.a./3] 04. |
#*  Kuliah Umum Ketua 1 PSK “Situasi Perlindungan Korban dj Indonesj

Capaian & Tantangan untuk Membangun Sistem Perlindungan Korban
yang Berkualitas & Berkeadilan, retrieved from: https://www.youtube,c()m/

watch?v=qmHGxTkkD2k.

Mengacu pada Tabel 1 di atas, setidaknya ada dua aspek yang patut diperhatikan
dalam upaya pemenuhan hak korban. Pertama, timpangnya jumlah restitusiyang |
dikabulkan hakim. Dalam tindak pidana umum, terdapat perbedaan persepsi
antara LPSK dengan penuntut umum maupun hakim. Lazimnya, penyngyg
umum menolak mencantumkan pengajuan restitusi dalam tuntutanny,,

namun hakim berpendapat lain, pengajuan dapat diajukan melalui mekanisme

penggabungan perkara.
Ada dugaan perhitungan restitusi di LPSK tidak masuk ke dalam tuntuta

Jaksa Penuntut Umum. Pada akhirnya, realitas ini memberikan gambaran
inefektivitas regulasi hak restitusi sebagaimana yang dinyatakan oleh Bawono
(2021): “Ketentuan dari restitusi yang merupakan hak korban seringkali
terabaikan, sehingga korban dalam kapasitas sebagai pihak yang dirugikan tidak

mendapatkan hak-hak yang seharusnya sebagaimana diatur dalam perundang

undangan” (Bawono, 2021, p25).
Poin kedua terkait dengan kecilnya jumlah restitusi yang dibayarkan oleh

pelaku. Hal ini telah menjadi perhatian beberapa penulis yang fokus pada isu
restitusi terhadap korban. Umumnya mereka, mengungkapkan bahwa putusef
ganti rugi kepada korban oleh pelaku kerap terkendala dengan situasi keuangar
yang tidak memadai. Dengan begitu, pelaku tidak memiliki kesanggupan seci
ekonomi untuk memberikan restitusi (Ningsih, 2015; Wijaya & PUfwadii
2018). Pada aspek inilah diperlukan diskusi lebih lanjut perihal skema restitus!

yang dapat dikembangkan dan diterapkan di Indonesia.
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cormulasi dan Standarisasi Penet;

. pan
usi untuk Korban Tindak Pidana Komponen

(Re)
Resﬁ

k::lfl panduan A Victims Critide L0 R("Ui!!fﬁﬁﬁ %

/ '3[‘ S |
Yy ¢ D (,; ? o 1 . : L qiil Eilm}l ‘/J?f
Vietims Uf(’ﬂmﬁ B Lemser (VLRC) sebagai uni layanan b intuan hyk .
1 b A il ; ) . . i " f{I] }IIEII]
Pcnefﬂpan Marsy’s law/ the Victims Bill of Rights telah diber S ,
3 ifornia. Und: o o akukan sejak 2008

ij negara bagian California. Undang-undang ini memberikan 17 hak o
4K KOrban

Jalam Konsttus! Calitornia (California Contitution), termasuk hak korl
.. ak korban

untUk menerima restitusi. Pada skema perintah restitusi Lmumng (d
v - > : T . ; h i : *lrrt}l“r
rstitution order), setidaknya terdapat 11 k(}mptm‘:“/kawh’”fi jenis kerugia
& A : -'tﬂ

O

yang dapat ditanggung, mencakup:

[, Kehilangan properti — properti yang dicuri atau rusak ([’mpem loss — stolen
or damaged property) |

Biaya medis/gigi (Medical/dental expenses)

Biaya konseling kesehatan mental (Mentzal health counseling expenses)
Kehilangan upah/pendapatan (Loss of wages/income)

Biaya pemakaman (Funeral expenses)

Biaya relokasi (Relocation expenses)

Biaya keamanan rumah (Home security expenses)

Biaya pengacara (Attorneys fees)

Modifikasi rumah atau kendaraan jika korban menjadi cacat tetap (Home or
vehicle modifications if the victim becomes permanent disabled)

10.Bunga atas Perintah Restitusi (/nterest on the Restitution Order)
11.Kemungkinan kerugian di masa depan (Possible future losses)

- m ‘:‘“‘J - - - m H

Prakeik pelaksanaan program restitusi juga dapat dilihat dari penerapan restitusi
di Nova Scotia, Canada. Warner (2015) menyajikan skema restitusi pada kasus
korban penipuan yang telah memasukan komponen indikator ekonomi:
“tual inflation, lost opportunity costs: term investment, dan carrying costs: credit
‘“rd (Lihat Gambar). Lebih lanjut, Warner (2015) menegaskan korban akan

Mendapatkan tambahan restitusi selama  proses peradilan pidana apabil.a
1an & biaya pengobatan, audit

penundaan & penangguhan);

fOI‘ensik; d R - 'l
epresiasi aset; kehadiran pengadilan ( hingga kehadiran

e | . i
lewatkan waktu kerja; penitipan anak; biaya transportash

tlam Pel'Sidangan.

233



BERJALAN BERSAMA KORBAN

Reatitution - '.':-
Due Date |~ =
..

Sentence
Crime/financial ¢ “ (May result in offender serving
loss reported to Criminal Criminal custodlal term and/or multi-year

law enforcement
Inl_ b

Victim assumes $
lnss while state
tries the accused Astual 2007* 2008 2009 2012 2014

Inflation $14,950.00 =$15,305.81 = $15,687.74 = $16,562.03 = $16,767.40

|
Investigation | Prosecution community sentence order)
|
|
|

Lost l‘.lPPl';rtunii}’ 2007 2008 2009 2012 2014 & re
s |
lf.::::.ms: @ $14,850.00 = $15,458.30 = $15,983.88 = $§17.570.30 =$18 892 31 : dq”'rementto
34% ndependentiy
Navigate ¢
Carrying Costs: 2007 2008 2009 2012 2014 st Civil
Credit Card @  ¢14 950,00 =$17.715.75 = $20,993.16 = $34,932.76 = $49 053.46 ess

18.5%

Gambar 1. Praktik Baik Pelaksanaan Restitusi

untuk Studi Kasus Korban Penipuan di Nova Scotia, Canada
Sumber: Best Practices for Restitution:
Restitution Collections in Nova Scotia, Lisa Warner (2015).

Penyajian dua praktik pelaksanaan restitusi di atas hanyalah sebagai pembuka
wacana perihal penambahan dari penetapan komponen restitusi bagi korban

tindak pidana. Praktik California dan Nova Scotia memberikan indikasi bahwa

upaya untuk memberikan keadilan bagi para korban akan selalu berkembang
guna membentuk nilai restitusi dengan beragam pendekatan, semisal: indikator
ckonomi. Hal serupa pun dapat diterapkan di Indonesia dengan kajian yang

mendalam dan komprehensif.

Alternatif Program Restitusi

Bahasan berikutnya menguraikan perihal restitusi model pelayanan. Realita
menunjukkan terbatasnya kemampuan pelaku dalam membayarkan gantl
rugi kepada korban. Inj diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
pengembangan alternatif mekanisme restiysi di Indonesia.

Piskusi mengenai bentuk restitys; banyak dihubungkan dengan pandanga®
keadllalll re:storatif. Ali & Wibowo (2018) mengemukakan bahwa restitus

s ldak harus berupa uang, contohnya adalah
atau kewajlban moral pelaky. Sebagaimana yang dikemukakan

234



T - 3
e ——————— e

T =9 e
- - mm— et e

" Purwﬂd‘ (2018), penting untuk membuyat

7iaya | Gtiades L per

s berian restitus dengan model pelayanan i Peraturan |y
anan inj,

erujuk bahasan Siegel (2015) mengenai commy;
OMMun;

Ly servie
Y Service rffsziturirm

" « . C an( b X4
S Dalam hal ini, pelaku dihukum untuk olainiig AN restigys;
R ‘ as

fian masyarakat dengan bekerja di sekolah, rumah

Venurut Siegel, ini akan membantu para pelaky m
1 men
at dana masyarakat.

yarakat mely]y;
sakit, dan panti

ghindari Penjara

penutuP

o lahsatu bentuk pemulihan korban tindak pidana yang diterapkan di Indonesi
Jah hak atas restitusi/ganti rugi. Ketentuan ganti rugi bagi korban tindali
pidand elah diatur dalam KUHAP Pasal 98 - Pasal 10. Namun, penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian memiliki beragam masalah dalam tataran
'unplementasi. Karena itu, negara terus berupaya memberikan perhatiannya
pada orban. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang RI
Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian
menjadi dasar pembentukan LPSK di tahun 2008.

Meskipun terdapat banyak kendala dalam implementasinya, negara harus
erus mengupayakan hak korban dengan membuat solusi alternatif, salah
aunya adalah restitusi model pelayanan atau community service restitution
sebagai upaya pengembangan model restitusi di Indonesia. Dengan cara ini,

oelaku bukan hanya dapat “membayar” perbuatannya melalui kontribusi pada

engeluaran negara untuk biaya

nelaku selama berada di penjara. Selain itu, ini juga dapat menjadi pilihan yang
bahan pelaku, selain itu, pelaku

adil bagi korban karena dapat memastikan peru
pun tidak perlu berhadapan langsung dengan penjara dan bisa tetap berbaur
di masyarakat.

masyarakat, tetapi juga dapat menghemat p
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Klmnya buku ini d@ oa ’T Jo'd| rspnmsu kita semua

- dalam menghormati kem_'“upa dan kemanusiaan

Dengan gaya penjelasan yang ringdn dan mudah dicerna, buku ini
berhasil memaparkan korban kejahatan secara luas, bukan hanya
mereka yang dirugikan secara langsung atas satu peristiwa kejahatan,
tetapi juga mereka yang mengalami kerugian dan penderitaan secara
tidak langsung, bahkan korban yang tidak pernah menyadari bahwa
dirinya telah dirugikan dari suatu tindak kejahatan.
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